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TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF ‘PEMUNGUTAN :
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembenan dan pembayaran N
o .+ insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- di  Kabupaten Bengkalis, . perlu diatur Pedoman
- ‘Pembenan dan Pembayaran Insentlf Pemungutan PaJak
o Daerah di Kabupaten Bengkahs

~b. _’bahwa berdasarkan pertlmbangan = sebagalmana

‘ [dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan:

‘Bupati Bengkalis tentang Pedoman ' Pemberian dan

- Pembayaran Insentif . Pemungutan Pajak Daerah dan’
Retrlbu51 Daerah : : -

Menginga‘tx B . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tehtang
. . Pembentukan " Daerah Otonom Kabupaten dalam
- Lingkungan = Daerah = Propinsi = Sumatera - Tengah

v‘(Lembaran Negara Repubhk Indoneula Tahn 1956 Nomor _ -

25): L

2. Undang-Undang 'Nomor 32 Tahun 2004 tentang .
~ Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara 'Republik
~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
“Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 '
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
' Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan -
_Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2008 Nomor 59, Tambahan- Lembaran Negara Repubhk ;

: Indones1a Nomor 4844), : :

3. ‘\Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
‘Pemerintah - Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
’Negara Repubhk Indone81a Nomor 4483); : ‘

4. Undang—U_ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
 'Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
" -Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran
' Negara Republik Indonesia Nomor 5049); R
5. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang
- Pembentukan Peraturan o Perundang—undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
- 'Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

: ‘Indone81a Ncmor 5234) - .




16.

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran' Negara

' Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik

, ‘Indonesm Tahun 2005 Nomor 165);

;Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
y Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
 Pemerintahan ‘Daerah = Provinsi, dan Pemerintahan

L Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
: Negara Repubhk Indones1a Nomor 47 37 ) ‘

;Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
’ VPemungutan Pajak : Daerah dan Retribusi Daerah :
~ (Lembaran Negara - Repubhk Indone31a Tahun 2010 -

:fNomor 119), ‘

10,

,Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintah ' Daerah

s,

Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten

T U Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07), ,

11 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun

2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan

i ‘  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun
.+ 2009 Nomor 03); ,; ; ‘ ‘

S 12, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 11 Tahun -

2011 tentang Pajak Daerah = (Lembaran ~Daerah

S Kabupaten Bengkahs ‘Tahun 2011 Nomor 11);

?'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor 12 Tahun | o
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkahs Tahun 201 1 Nomor 12),

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

G Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 13);
15 -
© 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran '

: Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 14 Tahun

jPeraturan Daerah Kabupatcn Bengkahs ‘Nomor 03 '
~ Tahun 2012 tentang Orgamsas1 dan Tata Ker_]a Dinas
. _‘Daerah  Kabupaten Bengkalis (Lembaran ' ‘Daerah ~

£ ‘Kabupaten Bengkahs Tahun 2012 Nomor 03 ),

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;. -PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN
. PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
" PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN

‘ ;}:}"BENGKALIS



1.

2.

. (1),

2)

. BABI' |
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan 1n1 yang dlmaksud dengan
‘Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga1 unsur

penyelenggara Pemerlntahan Daerah.

7 Bupa’u adalah Bupat1 Bengkahs

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya dlslngkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan
pemungutan pajak daerah dan retnbu81 daerah sesua1 dengan peraturan
perundang—undangan yang berlaku. L

Insentif Pemungutan Pajak dan. Retrlbu31 yang selanJutnya disebut

Insentif adalah tambahan - penghasﬂan yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
"Pajak dan Retrlbus1 ,

. Pajak Daerah’ yang selanjutnya dlsebut Pa_]ak adalah juran- Wajlb yang

dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk memblayal ‘
penyelenggaraan pemermtahan daerah dan pembangunan daerah. e

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan*
~ Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerlntah Daerah untuk

kepentlngan orang Pribadi atau Badan

Pemungutan adalah suatu rangkalan keglatan mu1a1 dari penghlmpunan ‘
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak'

~atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada Wajib Pa_]ak atau Wa_]lb Retrlbu31 serta pengawasan
penyetorannya » :

Tunjangan yang melekat adalah tun_]angan yang melekat pada ga_]l, terdln ‘
atas tunjangan istri/suami, ‘tunjangan anak, tunjangan jabatan
struktural / fungsmnal dan / atau tun_]angan beras ' ‘

» BAB II : >
: PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN ;
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemberlan dan pemanfaatan Insentlf Pemungutan Pajak Daerah dan,
Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran,
dan rasionalitas disesuaikan dengan  besarnya tanggung _]awab

kebutuhan serta karaktenstlk dan kondlsl Objektlf daerah SE —

Karaktenstlk dan kondisi Ob_]ektlf daerah sebagalmana dlmaksud pada

‘ ayat (1) terdiri antara 1a1n sebaga1 berlkut




ey

a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah dalam

~membiayai pembangunan daerah terutama yang menjadl program dan |
prlorltas di daerah; R ~

‘ b Tlngkat kesulitan dalam melaksanakan pemungutan,

. C. 'Tanggung]awab dan 1ntens1tas keterhbatan dalam | melaksanakan

. pemungutan, dan

d. Capman klnerja tertentu pemungutan yang telah dltetapkan '

Pasal 3

'Insentlf d1ber1kan kepada Instans1 pelaksana pemungutan PaJak Daerah‘ ’
- ldan Retribusi Daerah. :

(2)

‘Insentlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) secara proporsmnal

dlbayarkan kepada:

Ca. Pejabat dan Pegawal Instan31 pelaksana pemungut Pajak Daerah dan

~dalam hal belum diberikan remunerasi berupa tambahan penghasﬂan, .
_ yang d1ber1kan untuk memngkatkan k1ne1j]a Pt :

(1)

Retr1bus1 Daerah sesua1 dengan tanggung Jawab masmg masing;

b. Bupat1 dan Wakll Bupat1 sebagal Penanggung _]awab Pengelolaan:»”

~ Keuangan Daerah

c. Sekretaris Daerah selaku Koordlnator Pengelolaan Keuangan Daerah
- dan_ ,

d. Pihak lain yang membantu Instan81 Pelaksana pemungut Pa_]ak Daerah N
dan Retribusi Daerah. o

Pemberian Insentif kepada Bupat1 Wak11 Bupat1 dan Sekretarls Daerah :
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b -dan ¢ dapat diberikan -

Pasal 4

.SKPD Pelaksana Pemungut PaJak Daerah dan Retr1bus1 Daerah dapat

diberikan insentif apabila mencapai target pencapaian kinerja penerimaan
pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran

~Pendapatan dan Belanja Daerah yang dljabarkan secara triwulanan.

'a'. Perhltungan sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) adalah sebaga1

kaerlkut e o Erat |
. :1‘. sampa1 dengan trlwulan I i HIS%’ (lima‘ bélas\pers‘en)‘;
72 sampa1 dengan tnwulan i O% (empat puluh persen);
3. sampa1 dengan trlwulan Il : 5% (tujuh puluh lima persen); dan ; ‘

4. sampa1 dengan trlwulan IV 100% (seratus persen)

~b. Apablla pada akh1r trlwulan I reahsa31 mencapai 15% (lima belas

Vperseratus) atau leblh Insentlf dlbenkan pada awal trlwulan II;

. Apablla pada akhlr trlwulan I reahsa81 kurang dari 15% (hma belas o

S perseratus), Insentif t1dak d1ber1kan pada awal trlwulan II;

d. bApablla pada akhir trlwulan I realisasi mencapai 40% (empat puluh -
perseratus) atau lebih, Insentlf dlbenkan untuk triwulan I yang belum

dlbayarkan dan trlwulan 1I;




e Apablla pada akhlr trlwulan II rea]lsa31 kurang darl 40% (empat puluh'

‘perseratus), Insentlf untuk trlwulan I belum dlbayarkan pada awal |
trlwulan III; ’ R © _ ‘

o f ’Apablla pada akhlr tr1wu1an III reahsas1 kurang dari 75% (tuJuh puluh A:j

lima perseratus), Insentlf tidak dlbenkan pada awal trlwulan Iv;

o g. Apablla pada akhir trlwulan 111 reahsa81 mencapal 15% (tujuh puluh _

. lima perseratus) atau 1eb1h Insentlf dlberlkan pada awal trlwulan Iv;

: h. Apablla pada akhlr tnwulan v reahsa81 mencapal 100% (seratus' ‘

@

_ perseratus) atau- leblh Insentlf dlberlkan untuk tnwulan yang belum-‘ .
d1bayarkan, ‘ ' : ; ‘

;i; Apablla pada akhlr tr1wu1an IV reahsa81 kurang dari 100% (seratus :

perseratus) tetapi- lebih dari 75% - (tujuh puluh  lima perseratus),
Insentif diberikan" untuk tnwulan III dan tnwulan sebelumnya yang .
Jbelum dlbayarkan ‘ e R '

Pemberlan Insentlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlmaksudkan
untuk memngkatkan : S i :

a. Klner_]a 1nstan51

b Semangat kerja bagl pe_]abat atau pegawa1 1nstan31, - »

e Pendapatan daerah dan o

@

- d Pelayanan kepada masyarakat

C @3

Pemberian 1nsent1f sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlbayarkanf‘ S

setiap triwulan pada awal tnwulan benkutnya

Dalam hal target klner_]a scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) suatu

triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada
awal triwulan - benkutnya yang telah mencapal target klnelja yang

- _ idltentukan

e

Dalah hal target klnexja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pada akh1r o £
; _tahun anggaran -penerimaan tidak tercapa1 t1dak membatalkan insentif
‘ yang sudah dlbayar untuk tnwulan sebelumnya '

* ' S BAB III -
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasa15

‘ Insentlf pemungutan sebagalmana dlmaksud pada pasal 2 bersumber dari = |
- pendapatan Pajak Daerah dan’ Retribusi: Daerah sesua1 dengan ketentuan;\;;_ o

peraturan perundang—undangan yang berlaku. - ’

(O

Pasal 6

Besarnya Insentlf dltetapkan 5 % (hma persen) dan rencana penenmaanf o |
‘Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :dalam - tahun anggaran berkenaanv o

 untuk tlap jenis Pajak Daerah’ dan Retr1bu51 Daerah

Besarnya pembayaran Insentlf untuk plhak laJn sebagaJmana dlmaksud -
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d- dltetapkan pahng tinggi- sebesar 10% -

~ (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang d1tetapkan berdasarkan

ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)




(3)

ey

(2

- (M

(2)

)

Besaran Insent1f sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Kabupaten Bcngkahs tahun anggaran

berkenaan

Pasal 7

Besarnya pembayaran 1nsent1f sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya

dlkelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan
" Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. dibawah Rpl OOO 000.000. 000, 00 (satu triliun ruplah), paling tlnggl 6

~ (enam) kali ga_]l pokok dan tunjangan yang melekat

b. Rp.l.OO0.000.000.000,00 (satu triliun ruplah) ksrampai dengan :
~ Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling .
: tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 8

c. diatas Rp 2.500.000.000. OOO 00. (dua triliun hma ratus milyar rupiah),

sampai . dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tu_]uh triliun lima ratus

- milyar rupiah), pa]mg t1ngg1 8 (delapan) kah ga_]l pokok dan tunJangan
yang melekat

~d. diatas Rp.7. 500.000.000. 000 OO (tuJuh triliun hma ratus mllyar

- rupiah), paling tlnggl 10 (sepuluh) kah ga_]l pokok dan tunjangan yang
melekat. - :

e. tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksudpada huruf 1, huruf b,

huruf ¢ dan huruf d adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri

 atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan Jabatan ,
; struktural/ fungsmnal dan / atau tun_]angan beras.

Apablla dalam realisasi pembenan Insentif. berdasarkan ketentuan—

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa leblh harus dlsetorkan_
ke kas daerah sebaga1 penerlmaan daerah e :

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

Pelaksanaan lebih lanJut pemberlan 1nsent1f pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah pada setiap. SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala
SKPD penerlma 1nsent1f pemungutan pajak daerah dan retnbu31 daerah

" ‘ BAB IV N '
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
'DAN PERTANGGUNGJAWABAN
- Pasal 9

Kepala 1nstan31 pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

‘menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau

Retribusi Daerah berdasarkan kctentuan sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 6. L o ,




- @)

(3)

~ yang diuraikan berdasarkan jenis belanJa pegawal obyek belanja insentif

| Dalam hal target penerlmaan Pa_]ak Daerah dan Retrlbu81 Daerah pada akh1r s
tahun anggaran telah tercapai atau ‘terlampaui, pembayaran insentif belum ' -
dapat dilakukan pada tahun - .anggaran ‘berkenaan, pemberian- insentif

Pénganggafan'lflsentlf perriungutari Pajak Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dlkelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang -
" diuraikan berdasarkan jenis- belan_]a pegawai, objek belanja 1nsent1f e

pemungutan Pa_]ak Daerah serta r1n01an objek belanja Pajak Daerah

Penganggaran 1nsent1f pemungutan ‘Retribusi ~ Daerah sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dlkelompokkan ke dalam belanja tidak langsung

pemungutan Retnbu31 Daerah serta rincian obyek belanja: Retr1bus1
Daerah o : = : :

Pasal 10

diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesual
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ’

Pasal 1 1

: Pertanggung]awaban Pemberlan Insentlf dllakukan sesuai dengan ketentuan :

peraturan perundang undangan

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

o Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan 1 '
Agar setiap orang. mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs

Dlundangkan d1 Bengkahs

Dltetapkan d1 Bengkahs

P la tanggal 15 April 2013
7 ¥

Pada tanggal 15 April 2013

‘ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

-DRS. H. ASMARAN HASAN

"

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 20 13 NOMOR "6




